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Abstract

People with disabilities who are included in the DTKS (Integrated Data on Social
Welfare) of Semarang City in 2020 are 3,243 people while the total number of people with
disabilities in Semarang City is 5,800 people. This problem certainly requires the role of the
Semarang City Social Service to improve the welfare of the disabled community. The purpose
of this study is to describe and analyze the role of the Semarang City Social Service in
improving the welfare of people with disabilities and their driving and inhibiting factors. This
research method is descriptive qualitative. The data collection techniques of this research are
observation, interview, documentation and literature study. Determination of the subject in this
study was done by purposive sampling method. The theory used is the role theory according to
Jam Ife and Frank Tesoriero covering facilitative, educational, representative and technical
roles. The results of the research conducted are that the role of the Semarang City Social
Service in improving the welfare of the disabled community is quite good. The role that is not
well implemented is the four role indicators, namely the facilitative role. The driving factors
for the role of the Semarang City Social Service in improving the welfare of the disabled
community consist of competence, socialization and role behavior while the inhibiting factors
are role transition and role distance.
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Abstrak

Masyarakat disabilitas yang masuk pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
Kota Semarang tahun 2020 yaitu 3.243 orang sedangkan jumlah keseluruhan masyarakat
disabilitas Kota Semarang yaitu 5.800 orang. Permasalahan tersebut tentu memerlukan peran
Dinas Sosial Kota Semarang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disabilitas. Tujuan
penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Sosial Kota Semarang
dalam meningkatkan kesejahteraan disabilitas beserta faktor pendorong dan penghambatnya.
Metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu
observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Penentuan subjek dalam penelitian
ini dilakukan dengan metode purposive sampling. Teori yang digunakan adalah teori peran
menurut Jam Ife dan Frank Tesoriero meliputi peran fasilitatif, edukasional, representatif dan
teknis. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat disabilitas sudah cukup baik. Peran yang
pelaksanaannya kurang baik dari empat indikator peran yaitu peran fasilitatif. Faktor
pendorong peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
disabilitas terdiri dari kompetensi, sosialisasi dan perilaku peran sedangkan faktor
penghambatnya yaitu role transition dan role distance.

Kata kunci : Peran, Kesejahteraan, Disabilitas
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat selalu
berkaitan dengan tingkat kemiskinan yang
terdapat di sebuah daerah karena ketika
masyarakat menderita kemiskinan dapat
dikatakan kualitas hidup manusia atau
masyarakatnya juga akan mengikuti.
Indikator yang dapat digunakan dalam
melakukan pengukuran terhadap kualitas
hidup manusia ialah IPM (Indeks
Pembangunan Manusia), dimana tujuannya
ialah mengukur tingkat kesejahteraan
manusia. Penyelenggaraan kesejahteraan
sosial menurut UU No. 11 Tahun 2009
sendiri meliputi rehabilitasi sosial, jaminan
sosial,  pemberdayaan  sosial  dan
perlindungan sosial. Adapun, IPM Kota
Semarang Yyaitu dapat dicermati pada tabel

1.1:

Tabel 1. 1
Indeks Pembangunan Manusia Kota

Semarang Tahun 2010-2019

Tahun IPM
2010 76.96
2011 7738
2012 78.04
2013 78 68
2014 7924
2015 80.23
2016 81.19
2017 82.01
2018 82.72
2019 83.19

Sumber : BPS 2020

Menurut BPS sendiri terdapat
beberapa kategori, yaitu (1) IPM <60 : IPM
rendah, (2) 60 <IPM <70 : IPM sedang, (3)
70 < IPM < 80 : IPM tinggi, (4) IPM > 80
: IPM sangat tinggi. Berdasarkan kategori
IPM maka IPM Kota Semarang dari tahun
2010-2014 berada pada kategori IPM
tinggi, sedangkan dari tahun 2015-2019
IPM Kota Semarang pada kategori sangat
tinggi.

Terlepas dari hal itu presentase
kemiskinan Kota Semarang dari tahun
2018-2020 tergolong kecil. Hal ini dapat

dicermati melalui tabel 1.2.



Tabel 1. 2

Presentase Kemiskinan Kota Semarang

Tahun | Presentase
2018 4.14%
2019 3.98%
2020 4.34%

Sumber : BPS 2021

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui
bahwa Kota Semarang memiliki presentase
kemiskinan yang kecil walaupun dari tahun
2019-2020 mengalami peningkatan. Hal ini
terjadi karena Covid-19. Berdasarkan IPM
Kota Semarang dan presentase kemiskinan
Kota Semarang berarti masyarakat dapat
dikatakan kualitas hidup dan
kesejahteraannya sudah baik termasuk
kesejahteraan  penyandang  disabilitas,
namun pada  kenyataanya  banyak
penyandang disabilitas yang masih
tergolong miskin dan masuk pada DTKS
(Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Peraturan Pemerintah Nomor 52
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang
Disabilitas memaparkan bahwa dalam
menyelenggarakan

kesejahteraan

masyarakat khususnya pada kesejahteraan

kaum disabilitas harus meliputi rehabilitasi
sosial, jaminan sosial, pemberdayaan
sosial, dan perlindungan sosial. Adapun
rehabilitasi ~ sosial, jaminan  sosial,
pemberdayaan sosial dan perlindungan
sosial juga termuat dalam Peraturan
Walikota Semarang No. 68 tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas
Sosial Kota Semarang terkait bidang-
bidang yang ada di Dinas Sosial Kota
Semarang.

Setiap tahun jumlah masyarakat
penyandang disabilitas tentunya semakin
banyak. Hal ini kemudian mendasari
Pemerintah Kota Semarang dalam
mewujudkan seluruh hak yang dimiliki
para penyandang disabilitas melalui peran
Dinas Sosial Kota Semarang. Akan tetapi
beberapa permasalahan ditemukan dan
membuktikan bahwa peran Dinas Sosial
Kota Semarang dalam meningkatkan
kesejahteraan disabilitas belum maksimal.

Permasalahan tersebut yaitu :



1) Akseshilitas tempat beribadah yang
masih  kurang memadai sehingga
berakibat kepada masyarakat disabilitas
yang beragam muslim pada saat ibadah
Sholat Jum’at sering kali sholat di teras
masjid dan tempat parkiran. Hal ini
menunjukan bahwa Peran Dinas Sosial
terkait kesamaan hak penyandang
disabilitas dalam hal memperoleh
aksesbilitas belum diperhatikan secara
maksimal.

2) Presentase jumlah penyandang
disabilitas miskin tahun 2017 cukup
yaitu 65,7% atau 3.811 warga dari total
jumlah masyarakat disabilitas Kota
Semarang tahun 2019 yaitu 5.800 warga.

3) Presentase jumlah DTKS disabilitas
Kota Semarang tahun 2020 cukup tinggi
yaitu 55,91% dengan jumlah 3.243
warga dari total masyarakat disabilitas
Kota Semarang 2019 yaitu 5.800 warga.

4) Terdapat kesenjangan antara angka IPM
Kota Semarang dari tahun 2010-2019
yang selalu mengalami peningkatan dan

presentase kemiskinan Kota Semarang

dari tahun 2018-2020 yang tergolong

kecil dengan kesejahteraan masyarakat

disabilitas dimana presentase
masyarakat disabilitas miskin tahun
2017 sebesar 65,7% dan presentase
jumlah DTKS disabilitas tahun 2020
sebesar 55,91%.

Adanya permasalahan kesejahteraan
masyarakat disabilitas yang sebelumnya
telah dijelaskan maka penulis tertarik untuk
menggali tentang bagaimana peran Dinas
Sosial Kota Semarang dalam meningkatkan
kesejahteraan disabilitas serta apa saja
faktor pendorong dan penghambat Dinas
Sosial Kota Semarang dalam menjalankan
perannya yaitu meningkatkan
kesejahteraan disabilitas.

B. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Administrasi publik diibaratkan seperti
sebagian dari siklus organisasi atau
individu yang memiliki relasi dekat dengan
implemetasi hukum dan prosedur yang

sebelumnya telah diberlakukan oleh

lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.



Hal tesebut merupakan kesimpulan yang
diungkapkan oleh George J. Gordon dalam
Inu Kencana Syafiie (2010:25).

2. Manajamen Publik

Proses dalam menggerakkan sejumlah
sumber daya manusia dan non manusia
dalam menjalankan “perintah” yang
dibentuk oleh kebijakan publik
didefinisikan sebagai manajemen publik,
yang dimana hal ini dikemukakan oleh Ott,
Hyde dan Shafritz (1991: 10) dalam Keban
(2014: 93).

3. Perilaku Organisasi

Stephen P. Robbins (2008 : 11) menyatakan
perilaku organisasi menerapkan ilmu
pengetahuan yang diperoleh tentang
individu, kelompok dan pengaruh dari
struktur terhadap perilaku untuk membuat
organisasi bekerja secara lebih efektif. Hal
yang dibahas dalam perilaku organisasi
salah  satunya dasar-dasar perilaku
kelompok. Dasar-dasar perilaku kelompok

didalamnya menjelaskan tentang norma,

status dan peran.

4. Peran

Seorang indvidu ataupun kelompok ketika
dia menjalankan hak dan kewajibannya
maka dia menjalankan suatu peran, hal
tersebut diungkapkan oleh Robert Linton
dalam Aco Musaddad (2018 : 28). Menurut
Jam Ife dan Frank Tesoriero (2008 : 558-
613) terdapat beberapa indikator peran
yang harus dimiliki oleh kelompok atau
individu pada sebuah organisasi yaitu peran
fasilitatif, —peran edukasional, peran
representatif dan peran teknik. Menurut
Horton dan Hunt dalam Chrecencya
Ekarishanti dan Kismartini (2019) faktor
pendorong peran vyaitu kompetensi,
sosialisasi dan perilaku peran. Adapun
faktor penghambat peran yaitu role conflict,
role transition dan role distance.

5. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Dolgoff, Feldstein, dan Stolnik
dalam Bagus Aryo dan Rissalwan (2014 :
2) berpendapat bahwa kesejahteraan sosial
adalah semua intervensi sosial yang
ditujukan untuk  meningkatkan  atau

mempertahankan  keberfungsian  sosial



manusia. Penyelenggaraan kesejahteraan
sosial menurut UU 11 Tahun 2009 sendiri
meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial dan perlindungan
sosial.
6. Disabilitas
Menurut Akhmad Soleh (2016 : 22) bahwa
disabilitas atau cacat ialah sekelompok
masyarakat yang terbatas secara fisik,
mental, kepandaian, dan sensorik dalam
waktu yang lama dimana keterbatasan
tersebut menyebabkan mereka kesulitan
dalam berpartisipasi aktif di lingkungan
masyarakat.
METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan
menggunakan metode penelitian kualitatif
deskriptif. Subjek penelitian didapatkan
menggunakan teknik purposive sampling.
Teknik pengumpulan data ialah observasi,
wawancara, dokumentasi, dan studi
kepustakaan. Analisis dan interpretasi data
dilkaukan dengan reduksi data, penyajian

data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kualitas data menggunakan teknik
triangulasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Peran Dinas Sosial Kota Semarang
1. Peran Fasilitatif

Peran fasilitatif yang dilaksanakan
meliputi pemberian dorongan/maotivasi,
pemberian jaminan sosial dan rehabilitasi
sosial.  Pemberian  dorongan/motivasi
dilakukan melalui kegiatan bimbingan dan
pelatihan dengan melibatkan komunitas
penyandang disabilitas. Pemberian jaminan
sosial hanya berperan memberikan dan
memfasilitasi data kepada pegawai PKH
dari Kementerian Sosial RI. Pemberian
rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan
pelatihan,  pemberian  alat  bantu,
merekomendasikan panti dan observasi
langsung khusus disabilitas terlantar.
Berdasarkan tiga hal yang meliputi peran
fasilitatif ternyata pada dua point lainnya
mengalami  kendala yaitu pemberian
jaminan soial karena masyarakat belum

merasakan pendamping cek kesehatan dan

rehabilitasi  sosial melalui  pelatihan



keterbatasan anggaran, kuota dan belum
accesable.
2. Peran Edukasional

Peran edukasional meliputi peningkatan
pengetahuan dan keterampilan, pemberian
informasi  terkait potensi berpeluang,
peningkatan kesadaran masyarakat
disabilitas dan pelatihan. Peningkatan
pengetahuan dan keterampilan berperan
sebagai pengawas, penyusun Kkegiatan,
memastikan kegiatan berjalan lancar dan
pembuatan SPJ. Pemberian informasi
terkait ~ potensi  berpeluang  melalui
sosialisasi dan memanfaatkan komunitas
sebagai jembatan penghubung.
Peningkatan kesadaran masyarakat melalui
kegiatan pertemuan rutin HIMIKS dan
memanfaatkan HDI. Pelatihan yang
diberikan merujuk pada bidang
kewirausahaan. Berdasarkan empat hal
yang meliputi peran edukasional ternyata
pada point pelatihan mengalami kendala.
Pelatihan yang dilaksanakan Dinas Sosial

Kota Semarang ternyata belum menjangkau

semua jenis disabilitas.

3. Peran Representatif

Peran representatif meliputi kerjasama
dalam pembinaan dan pengembangan
potensi, tindakan promosi, membuka
jaringan  kerja dengan pihak lain,
melakukan tindakan perlindungan bagi
disabilitas tediskriminasi dan mendapatkan
modal usaha. Kerjasama yang dilakukan
Dinas Sosial Kota Semarang melibatkan
beberapa LPK, perhimpunan Ohana, dan
Kampung Batik. Promosi dilakukan dengan
memfasilitasi stand pameran, membeli
produk makanan untuk rapat dinas dan
memasukan jasa pijat tuna netra ke
Bisnisku.com. Dinas Sosial Kota Semarang
dalam membuka jaringan kerja hanya
membantu pihak swasta mencari disabilitas
yang dibutuhkan. Tindakan perlindungan
bagi disabilitas tediskriminasi dilakukan
dengan merespon kasus khususnya bullying
anak dan pelecehan seksual. Dinas Sosial
Kota Semarang dalam  membantu
mendapatkan modal usaha hanya berperan

memberikan data dan membuat SPJ.

Berdasarkan lima hal yang meliputi peran



representatif ternyata pada point tindakan
promosi mengalami kendala. Tindakan
promosi yang dilakukan Dinas Sosial Kota
Semarang melalui kegiatan HDI dan Jateng
Expo dengan memfasilitasi stand pameran
belum berdampak besar.
4. Peran Teknik

Peran teknis meliputi kemampuan dalam
input dan analisis data dan Kkreatifitas
pegawai dalam menciptakan suasana
nyaman. Pegawai sudah  memiliki
kemampuan yang baik dalam input dan
analisis data. Kreatifitas pegawai dalam
menciptakan suasana nyaman dengan
memberikan ice breaking ataupun games
pada saat jeda kegiatan. Berdasarkan dua
hal yang meliputi peran teknis ternyata
mengalami kendala pada data yang
didapatkan belum valid karena
mengandalkan data dari ibu-ibu PKK

sedangkan  mereka  belum  paham

mengelompokan jenis disabilitas.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat
Peran
1. Faktor Pendorong Peran
a. Kompetensi
Kompetensi meliputi pengetahuan,
pengalaman kerja dan pendidikan
pegawai. Pengetahuan diuji melalui
sistem rekrutmen khususnya pada tahap
tes tertulis. Pengalaman kerja sudah baik
karena pegawai sudah bekerja cukup
lama dan didukung kegiatan seminar
yang diikuti. Pendidikan pegawai
memiliki  jenjang pendidikan Sl
sedangkan pendamping PKH dari SMA-
S2.
b. Sosialiasi
Sosialisasi meliputi  penyampaian
informasi dan bahasa yang digunakan.
Penyampaian  informasi  ditujukan
kepada masyarakat disabilitas, orang tua
yang memiliki anak disabilitas,
pemerintah ditingkat kecamatan dan
kelurahan. Bahasa yang digunakan
cenderung

menggunakan bahasa

informal.



c. Perilaku Peran

Perilaku peran meliputi Kkesesuaian
pendidikan dengan kedudukannya dan
sikap tanggungjawab pegawai.
Pendidikan pegawai dengan
kedudukannya di seksi rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas dan pendamping
disabilitas Kementerian Sosial R1 sudah
sesuai  sedangkan bagi pegawai
Kementerian Sosial RI yang memiliki
peran memberikan jaminan sosial bagi
disabilitas belum sesuai. Bentuk sikap
tanggungjawab pegawai yaitu membuat
laporan SPJ dan laporan bulanan secara
tertulis.
. Faktor Penghambat Peran
a. Role Transition

Role transition meliputi perubahan
jabatan dan kemampuan pegawai dalam
beradaptasi dengan jabatan baru.
Perubahan jabatan seringkali dilakukan
pada pegawai ASN seperti Kepala Seksi
dan beberapa staff sedangkan bagi
pegawai yang non ASN jarang

mengalami perubahan jabatan.

Kemampuan pegawai dalam beradaptasi
dengan jabatan baru memerlukan waktu
dan bergantung pada kesadaran setiap
pegawai untuk meningkatkan
kemampuannya.
b. Role Distance
Role transition meliputi perubahan

jabatan dan kemampuan pegawai dalam
beradaptasi dengan jabatan baru.
Pegawai dalam menyikapi ketidakdilan
pembagian peran dan tugas dengan
profesional. Terlepas dari hal itu
ternyata terdapat pegawai yang memiliki
lebih dari satu jabatan sehingga pegawai
tersebut memiliki peran ganda. Pegawai
tidak menutupi bahwa terkadang merasa
terbebani atas beban kerja yang
diberikan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan maka dapat disimpulkan :

1. Peran yang dilaksanakan Dinas Sosial
Kota Semarang sudah cukup baik tetapi

belum maksimal karena disetiap peran



yang dijalankan ternyata ditemukan
kendala terlepas dari faktor penghambat.
Adapun peran vyang dilaksanakan
meliputi peran fasilitatif, edukasional,
representatif, dan peran teknik.

. Faktor pendorong dan penghambat
peran antara teori yang digunakan
sebagai pedoman dengan hasil
penelitian ~ sudah  sesuai.  Faktor
pendorong peran Yyaitu kompetensi,
sosialisasi, dan  perilaku  peran
sedangkan faktor penghambat peran

yaitu role transition dan role distance.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan maka peneliti menyarankan :

1. Bagi Pihak dan Mitra Dinsos Kota

Semarang

a. Rehabilitasi sosial melalui pelatihan
pada peran  fasilitatif  perlu
Memprioritaskan tempat pelatihan
yang mudah diakses dan melakukan
keberlanjutan  kegiatan pelatihan
dengan menyerahkan kepada

komunitas penyandang disabilitas.

Adapun dalam memberikan pelatihan
juga untuk memperhatikan

segmentasi pasar saat ini.

b. Jaminan sosial dalam bentuk

pendampingan kesehatan yang belum
dilaksanakan pada peran fasiliatif
pihak Dinsos dan mitra Dinsos Kota
Semarang  perlu  meningkatkan
Kinerja pegawai dan memberikan
sanksi tegas kepada pegawai berupa
teguran lisan ataupun tertulis bagi
mereka yang tidak melaksanakan
perannya.

c. Role transition yang terjadi di Dinas
Sosial Kota Semarang  perlu
memperhatikan perubahan jabatan
pegawai non  ASN  dengan
memberikan insentif ataupun
penghargaan apabila mereka
memang tidak dapat naik jabatan dan
perlu  meminimalisir  pergantian
kebijakan setiap ada pergantian
jabatan Kepala Dinas.

d.Role distance yang terjadi di Dinas

Sosial Kota semarang perlu adanya
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tindakan kerjasama antara pegawai
Dinas Sosial Kota Semarang, Seksi
dan Kepala Dinas dalam bentuk
koordinasi, kontrol, sharing dengan
bawahannya sehingga pegawai staff
tidak terbebani dengan tugas yang

diberikan.

2. Bagi Penelitian Selanjutanya

a. Peneliti selanjutnya apabila

melakukan penelitian disarankan
lebih memfokuskan judul penelitian
tentang peran fasilitatif Dinas Sosial
dalam meningkatkan kesejahteraan
atau peran Dinas Sosial dalam
meningkatkan kesejahteraan
disabilitas di bidang jaminan dan
rehabilitasi sosial.

. Peneliti disarankan untuk
memperhatikan teori yang digunakan
sebagai pedoman dan memperbanyak
literatur baik dari buku, jurnal atau

regulasi yang berkaitan.
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